
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR l.tS' TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 
TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan 
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan 
penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan 
Pemerintah Kota Palembang dengan mempedomani Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan 
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri 
Dalam Negeri Nomor 800/8775/OTDA tanggal 30 Desember 
2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 
Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kota Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inoonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan ..... 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7
Nomor 1605);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALEMBANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. W alikota adalah W alikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Palembang.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kota Palembang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kota

Palembang.
8. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah pada

Inspektorat Daerah Kota Palembang.

9. Sub Bagian ..... 
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9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Inspektorat Daerah Kota
Palembang.

10. Urusan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Palembang.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

BAB II 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

( 1) Inspektorat Daerah meru pakan unsur pengawas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dipimpin oleh Inspektur Daerah yang dalam melaksanakan
tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
W alikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 

( 1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
a. Inspektur Daerah;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.

c. Inspektur Pembantu; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

(3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1), tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini.

BAB III 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Inspektur Daerah 

Pasal 4 

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu W alikota dalam 
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kota dan tugas Perbantuan oleh Perangkat 
Daerah. 

Pasal 5 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
Inspektur Daerah mempunyai fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b. pelaksanaan ..... 
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b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan dari kepala daerah;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 6 

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam
mengoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta
menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran,
kehumasan dan kepegawaian.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan

anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan dan pengadrninistrasian
kerja sama;

b. pelaksanaan
pengelolaan,
pengawasan
kinerja;

evaluasi pengawasan, pengumpulan, 
analisis dan penyajian laporan hasil 

serta monitoring dan evaluasi pencapaian 

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan

rumah tangga.
(4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahi:
a. Sub Bagian Administasi Umum dan Keuangan,
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
c. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.

Paragraf 1 
Sub Bagian Administasi Umum dan Keuangan 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Administasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian Administasi Umum dan Keuangan.

(2) Kepala Sub Bagian Administasi Umum dan Keuangan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris
dibidang pelayanan adrninistrasi umum dan administrasi
keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Administasi Umum dan Keuangan
mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan ..... 
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a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha

Inspektorat Daerah;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas

laporan pemeriksaan keuangan;
f. pelaksanaan perbendaharaan;
g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
h. pelaporan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

terkait dengan tugasnya.

Paragraf 2 
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 

Pasal 8 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang
pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran

Inspektorat Daerah;
b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja 

pengawasan;
c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang

undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
d. pengoordinasian dan kerja sama pengawasan dengan Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak
Hukum;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
terkait dengan tugasnya.

Paragraf 3 
Sub Bagian Analisis dan Evaluasi 

Pasal 9 

(1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian Analisis dan Evaluasi.

(2) Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pelayanan
analisis dan evaluasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai
fungsi:
a. penginventarisasian hasil pengawasan;
b. pengoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;
c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis

dan evaluasi pengawasan;

d. pendokumentasian ..... 
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d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil 
pengawasan; 

e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan 
kinerja Inspektorat Daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris terkait 
dengan tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Inspektur Pembantu 

Pasal 10 

( 1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) hurufc, terdiri dari: 
a. Inspektur Pembantu I; 
b. Inspektur Pembantu II; 
c. Inspektur Pembantu III; 
d. Inspektur Pembantu IV; dan 
e. Inspektur Pembantu Investigasi. 

(2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan 
pemerintahan daerah pada perangkat daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kota. 

(3) Walikota sebelum melaksanakan pemberhentian/mutasi 
Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu 
berkonsultasi secara tertulis kepada Gubemur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat. 

Pasal 11 

(1) Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai fungsi: 
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan 

pengawasan terhadap perangkat daerah; 
b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; 
c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah; 
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah; 
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 
g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah lainnya; 
h . pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil 

pengawasan; 
1. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; 
j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 
k. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

(2) Pembagian tugas dan fungsi ke dalam masing-masing unit kerja 
Inspektur Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang 
dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan 
beban kerja dan kebutuhan. 

(3) Inspektur ..... 
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(3) Inspektur Pembantu lnvestigasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat ( 1) huruf e disamping melaksanakan penanganan
pengaduan masyarakat dan audit investigatif juga melaksanakan
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

( 1) Kelompok J abatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional
pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam
beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai dengan 
kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 13 

(1) Hubungan antara Inspektur Daerah dengan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

(2) lnspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala
Sub Bagian, dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
Lingkungan Pemerintah Kota serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.

· (3) lnspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala
Sub Bagian bertanggung jawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala
Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

(6) Dalam hal Inspektur berhalangan, Inspektur Daerah dapat
menunjuk Sekretaris di Lingkungan Inspektorat Daerah.

BAB V ..... 
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BABV 

PEMBIAYAAN 

Pasal 14 

Pembiayaan pada Inspektorat Daerah berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan d3:11 
Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapat� dan Bel�Ja 
Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak meng1kat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15 

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat 
Daerah yang bersifat internal diatur lebih lanjut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku, Peraturan W alikota 
Nomor 94 Tahun 2018 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota 
Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 94), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 17 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya 
dan berlaku surut sejak tanggal 31 Desember 2021. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Palembang. 

dangkan di Palembang 
tanggal 3 �ttntikr 2022 
ETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

RAT D WA 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 1 f tMhrr-2022 
WALIKOTA P EMBANG, 

HARNOJOYO 

BERI A DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 4S-

� 
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